PERJANJIAN KERJASAMA

Antara

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI

Dengan

PT. JARINGAN PEMBERITAAN NUSANTARA NEGERIKU

NOMOR
NOMOR

Tentang

PUBLIKASI KEGIATAN

W.20.HH.04.05 - 3013
002 /MOU/MPB/JIPNN /1L 2024

Pada Hari ini, Jumat tanggal Satu, bulan Maret tahun Dua Riby Dua Puluh
Empat, bertempat di Kanter Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asast
Manusia Bali, yang bertanda tangan di bawah ini :

)12

Fom Yudianto

Kepala Hantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali, vang
beralamat di Jalan Raya Puputan Niti
Mandala, Renon, Denpasar Selatan,
berdasarkan Keputuaan Menteri hukum
fdan Hak  Asasi Manusia  Nomor
M.HH-28.KP.03.03 TAHUN 2023 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan
dalam -Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di
lingkungan Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Bali yvang selanjutnya digsebut
sebagai Pihak I:



2. Faiz Nasrullah

Direktur Marketing PT. Jaringan
Pemberitaan Nusantara Negeriku yang
beralamat di Jakarta, Nuansa Baru Kav. 10
Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 003,
Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas,
Jakarta Timur berdasarkan Akta Pendirian
Bedan Hukum Nomor 21 tanggal 21 Juni
2019 dan Anggaran Dasar dan Meodal
Perusahaan PT. Jaringan Pemberitaan
Nusantara Negeriku yang dibuat dihadapan
Notaris Keta Tanggerang, William Winatan,
SH., M.En dalam hal ini hertindak untuk
dan atas nama PT. Jaringan Pembcritaan
Nugantara Negeriku vyang selanjutnya
disebut Pihak II

Selanjutnya Pihak T dan Pihak Tl s¢cara bersama-sama disebut PARA PTHAK,
scpakat untuk melakukan kerja sama dalam hal kontrak publikasi kegiatan
dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut |

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari perjanjian Kerjasama ini adalah:

a. scbagai landasan hukum dan operasional dari kesepakatan kedua

belah pihak;

b. menyebarluazkan/menyampaikan informasi seluas-luaanye,

khususnye terkait konten publikesi Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asagi Manusia Bali kepada mesyarakat sehubungan
dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali;



& memberikan dukungan secara positif dalam segala aktivitas/kegiatan
yvang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Azasi Manusia Bali; dan

d. sebagai pedoman dan pegangan kedua belah pihak untuk
melaksanakan Kerjssama sebagaimana disepakati dalam perjanjian

iri.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

(1) Pihak [ setuju dan sepakat untuk memberikan informasi program dan
kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
Hak Asesi Manusia Bali kepada Pihak I yang kemudian akan diterbitkan
di Medis Onfine atau Cetalk.

{2) Dalam Perjanjian Kerjasama ini disepakati bahwa penayangan berbagai
informasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Bali termuat di website vang dikelole Pihak II sesuai kebuluhan Pihak 1,

(3] Begian Program dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali diberikan ruang secluas-luasnya
untuk mengirimkan rilis pemberitaan yang akan ditayangkan di Media
Onfine atau Cetak yang dikelela Pihak IT.

(4} Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayar (4]
merupakan informasi yang menurut sifat dan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan dapat dipublikasikan secara luas.

PASAL 3
PELAKSANAAN

(1] Perjanjian Krrjasama ini dilaksanakan secara bertangpungjawab
gesual dengan Rewenangan dan kemampuan PARA PIHAK,



2] PARA PIHAK stpakat melaksanakan perjanjian Kerjasama ini sesysai
dengan lingkup tugas sebagrimana dimaksud dalam Pasal 2.

(31 PARA PIHAK dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud peda
avat {2) dapat menunjuk pelaksana dari Divisi/Bagian/Unit kerja

masing. masing.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Pihak I berkewanban untulk:

a. membenkan data dan miformasi yang akan dipublilasikan oleh
Pihak II;

b. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan petjanjian
Kerjasama, khususnoya mengenai materi pemberitaan  yang
ditayangkan cleh Pihak II; dan

. memberikan kompensasi atau pembayaran  sesual dengan
Perjanjian Kerjazama ini.

(2} Fihak 1 berhalk:

2. memperoleh pemberitaan yang sesuai dengan materi pemberitaan
vang telah disepakati oleh Pihak T; dan

b. memperolety lapoten pelakzanaan  perjanjian  Kerjazama  ind
khususnya rekapitulasm pembentaan yang dilakukan oleh Fihak 1.

(3) Pihak II berkewajiban untuk:

a. melaksanakan pepayangan pembentasn yang sesuai dengan materi
pemberitaan yang telah dizepakati cleh Pihak [; dan

b, memberikan leporan  pelaksanasan perjanjian  Kerjasama ini
khususnya rekapitulasi pemberitaan yvang dilakukan oleh Pihak 11
kepada Pihak L.



[4) Pihak Il berhak:
a. memperalsh data dan informasi dari Pihak [ untuk
dipublikasikan; dan
b. menenma kompensas! atau pembayaman dari Pihak [ sesuai dengan

Perjanjian Kerjasama o,

PASAL 5
JANGEKA WAKTU

(1) Jangka waktu Pesjanjian Kerjasama ini adalah 10 (sepulub) bulan
terhitung sejak tanggal perjanjian ind ditandatangani sampai dengan
tanggal 31 Desember 2024

(2) Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabiala:

a. jangka wakitu perjanjian telah habis;

b, PARA PIHAK sepakat utitull mengakhin perjanjian Kerjasama ini; dan

¢. salah salu Pihak melakukan pelanggaran terhadap isi dari perjanjian
Kenjasamea 1.

{3} Dalam hal salah satu pithak bermaksud mengakhin perjanjian Kerja sama
inl sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1], Pihak
vang bermaksud mengakhiri harus memberitahukan maksod tersebut
kcprda Pihak lainnya paling fambat 14 [empat belas] hari kerja
sebelumnya,

(4} Pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat [3} memberikan jawaban
atas permintaan pemtberitahuan pemberhentian paling lambat 14 {empat
belaz] han kerja setelah pemberitahuan diterima,

(51 Terhadap hak dan kewajiban yang muncul akibat berakhimya perjanjian
Eerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4] menjadi pertimbangan
sebelum  pemutusan atau  berakhirnya perjanjian  Kerjasama  ind
disepakati.



(&) Perjanjian Kerjasama ini didapat diperpanjang dengan kescpakatan
kedua belah pihak dan waktu pengajuan Perjanjian Kerjasama ini
selambat-lambatnya 1 (satil) bulan sehelum bherakhirnya masa Perjanjian

Herasama i,

PASAL 6
PEMBIAYAAN

(1] Permbiayaan yang muncul sebagai akibat perjanjian Kerjasama ini
dit-bankan  kepada masing-masitgg  Pihak  sesual dengean
kewenangannya dan berdasar pada ketentuan peraturan perundang-
undangan,

{2] Pihak | dibebankan Pembiayaan sebapaimana dimaksud pada ayat (1)
schesar Ep, 12.000.000.- {(Dua Belas Jula Rupiah) vang bersumber
pada [HPA Kantor Wilayah Kementernian Hukum dan Hak Asasi
Manuzia Bali Tahun Anggaran 2024 Nomeor : 3P DIPA -
013.01.2 4088702024 tanggal 24 Hovember 2023,

[3] Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayvat (2] dipergunakan aleh
Fihak [[ untuk pengelolaan pemberitaan dan pelaksanaan tugas dalarm
lingkuf peranpan Ketjasatma in.

(4) Pihak | melakukan Fembayaran kepada Pihak I diangsur
sebanyak 4 [empat) kali dan dibayarkan sctap Per-Triwulan diawal
Bulan termasuk PPK dan PFH ke Rekermng Bank Mandin @ 102-00-
1106202-0 atas nama FT. Janngan Pemberntaan Nusantara Megenku
dengan Momor Pokok Wajib Pajak (NPWE] : 91 885 358 1-012.000



PASAL 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

{1} PARA PIHAK scpakat untuk meclakukan pemantauan dan evaluas: dari
pelak=anaan perjanjian Kerjazama ini.

(2} Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat [1)
dilakukan secara berkala setiap bulannya.

(3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat [2)
dijadikan bahan perbaikan, perpanjangan danfatau pengakhiran
pelaksanaan perjanjlan Kerjasama, ini.

PASAL 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1} Apabila terjadi hal-hal yvang diluar kekuasaan PARA PIHAK atau force
majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan atan
pengakhiran pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para
Pihak,

(2) Yang termasuk force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah;

a. bencana alam;

b. bencana non alam;

c. Hndakan pemerintah di bidang fiskal dan monster:

d. perubahan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan
perubahan kewenangan dari pelaksansan petjanjian Kerjasama ini;
dan

e. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan,

{3) Scgala perubahan dan/atau pembatalan terhedap perjanjian kerja sama
ini akan diatur dan disepakati bersame kemudian oleh Para Pihak, yang
dituangkan dalam addenidum perjanjian Kerjasama ini,

(4} Addendum sebagaimana dimaksud pads ayat (3] merupakan bagian yang
tidak terpizahkan dar perjanjian Kerjasama iri.



PABAL 9
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, diatas
kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan
setiap Pihak mendapatkan 1 [gsatu] rangkap asli.

PIHAK I, PIHAK 11,

v
. ae L, B
w&u ALNO4TER1TES . kp_

ROMI YUDIANTO FAIZ NASRULLAH
NIP. 197706261997031001




pnn

KANTOR WILAYAH EEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI

PERJANJIAN KERJASAMA

Antara

Dergan
FPT. JARINGAN PEMBERITAAN NUSANTARA NEGERIKU

Tentang
PUBLIKASI KEGIATAN
NOMOR ;o W20 HBH.04.05 - 3015
NOMOR @ D02/MOU/MPB/JEHN I /2024

Pada Hen ini, Jumat tanggal Sato, bulan Maret tahon Doa Riby Daa Pulub
Empat, bertempat 1 Kantoe Wilayah Kementenan Hubum dan Hak Asas:
Manusia Ball, yang bertanda tanpgan di bawah i

1. Romi Yudianto : HKepala Kantor Wilayah Kementerian
Hulkum dan Hak Asasi Manusia Bali, vang
beralamat di .Jalan Raya Puputan  Miti
Mandala, Eenon, Denpasar Selatan,
berdasarkan Keputusan Menteri hukum
dan Hak  Asasi  Manusia  Nomor
WM. .HH-28. KPAO303 TAITTIN 2023 tentang
FPemberhentian dan Pengangkatan dan dan
dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama i
longkutnpgan Kemenlenan Hukum dan Hak
Asasi Manusia dalam hat ini bertindak
untuk dan atas nama Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Flak  Asas
Manusia Bali vang selanjuinva chischbut
sehapgrl Pihalk I:



2. Faz Nasrullah

Direktur Marketing PT. Jaringan
Pemberitaan Nusantara Negeriku vyvanp
Leralamat i Jakarta, Nuansa Baru kay, 10
Rukyn Tetangga 011, Rukun Warga D03,
Kclurahan REambutan, Kecamatan Ciracas,
Jakarta Timur berdasarkan Akta Pendirian
EBadan Hukum Nomor 21 tanggal 21 .Juni
2019 dan Anggaran Dasar dan Modzl
Perusahaan PT. Jaringan FPemberitaan
Musantara Negeriku yang dibuat dihadapan
Nararis Kota Tanggerang, William Winatan,
SH., M.Kn dalam hal ini bertindak untuk
tan atay nama PT. Jaringan Pemberitaan
Nusantara Negeriku yang selanjutnya
thsebut Pihak II

Selanjuinya Fihak [ dan Pihak [| secara bersama-sama disebur PARA PIHAK,

sepakat untuk melakukan kerja sama dalam hal kentrak puhlikas kegiatan

dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan peanjian Kegasama i adalah:

8 sebaga landssan hukum dan operasional damn kesepakatan kedua

belah pihak;

b. menyebarluaskan/menvampaikan informasi seluas-luasnya,

khususnya terkait konten publikasi  Kantor Wilayah Kementerian

Hukum dan Hak Asagsi Manusia Bali kepads masvarakat sehubungan

dengan program dan kegiatan yang dileksanakan pada Kantor Wilayah

Kementerian Hulkum dan Hak Mang Manusia Bali;



¢. memberikan dukungan secara positif dalam segala aktivitas/kegatan
yang dilakukan aleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Bali; dan

d. sebagai pedoman dan  pegangan kedya belah  pihak  uniuk
melakzanakan Kerjasama sebapaimana dhsepakati dalam perjanjian

11,

PASAL 2
RUANG LINGKUP

1) Pihak | setuju dan sepakat untuk mmemberikan informasi program dan
kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Wilavah Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Bah kepada Pihak Il yang kemudian akan diterbitkan
dt Media Crthne atan Cetale

{2 Dalam Perjanjian Kerasama ini disepakatl bahwa penayangan berbagai
informast Kantor Wilavah Kementenan Hukum dan Hak A=asi Manusia
Bali termnuat di website yang dikelola Pihak 1) zesuai kebutuhan Pihak 1.

{3] Bagian Program dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah Kementerian
Hulkum dan Hak Asasi Manusia Bali diberikan ruang seluas-luasnya
unfuk mengiritokan rilis pemberitaan yang akan ditayvangkan di Media
Ortineg aral Celak vang dikelola Pihak (L

{4] [nformasi sebagaimana dimaksud pada aval {1) sampai dengan ayvat (4
merupakan informasi yang menurut sifal dan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan dapat dipublhikazikan zecara luas.

PASAL 3
PELAKSANAAN

|1) Perjanjian Kerjasama ini dilaksataksan saecara beranggungawab

sesual dengan kewenangan dan kemampuan PARA PIHAK,



(2] PARA PIHAK =epakat melaksanakan perjanjian Kerjasama ini sesuai

dengan lingkup tugas sebagaimans dimaksud dalam Pasal 2.

(3] PARA PIHAK dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada

arat (2] dapat menumnjuk pelaksana dan Divigi/Bagian/Umt kerja

IMASINg-masing.

PASAL 4
HAK DAN EEWAJIBAN

(1} Pihak | berkewajpban uniuk:

A

memberikan data dan informasi yang akan dipublikasikan oleh
Pihak 11.

melakubkan momtormg doan evaluas  pelaksanaan  pergjanjian
Kerjasama, khususnya mengenai mated pembetitaan  yvang
ditayanglan oleh Pihak 1T, dan

membenkan kompeonsasi atau  pembayaran  sesual  dengan

P'mjanjié.n Kerjaaama ni

(2] Pihak [ berhak:

ol.

mempercleh pemberitaan yang sesuai dengan materi pemberitaan
vang telah disepakati aleh Pihak I; dan
memperdleh  laporan pelaksanaan perjanjian Kerjasama  ini

khususnya rekapitulasi pemberitaan vang dilakukan olch Pihak I

i3] Fihak [l berkewajiban untulk:

a, melaksanakan penayangan pembentaan yang sesuai dengan materi

pemberitaan yang telah dizsepakati cleh Pihak 1, dan

b. memberikan laporan  pelaksanaan perjanjian Kerfasama ini

khususnya rekapitulasi pemberitagn vang dilakukan cleh Pinalk 11
kepade Fihak 1.



(4} Pihak 1l berhak:
a. mempernleh data dan informasi dar Pihak | untuk
dipublikasikan; dan
b. menerima kompensasi atau pembayaran dari Pihak | sesuai dengan

Ferjanjian Kerjasama ini.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

(1} Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini adalah 10 {sepuluh] bulan
terhitung sejak tangpal perjanjian ini ditandatangani sampai dengan
tangpal 31 Desember 2024

(2} Peyanjian Kerasema ini berakhir apabila;

a. jangka waktu perjanjian telah habis,

I, PARA PIHAK sepakat unluk mengakhiri petjanjian Kerjasama mi; dan

c. salah satu Pihak melakukan pelanggaran terhadap isi dari perjanjian
Herjasama ini.

t3] Dralam hal salah =satu pihak bermaksud mengakhir perjanjian Kerja sama
ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak
yang berinaksud mengakhiri harus memberitahukan tnaksud tersebuat
kepada Pihak lainnva paling lambat t4 {empat belas] har kerja
sebelumnya.

{4] Fihal laitttyya sebapaimana dimakald pada ayvag (2] membenkan jawaban
atas permintaan pembentahuan pemberhentian paling lambat 14 [empat
belas) han kena setelah pembentahuan diterima.

[2] Terhadap hak dan kewajiban yang muncul akibat berakhirnya perjanjian
Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat {4) menjadi pertiimbsngan
sebelutn  pemutusan  atau  berakhimya peganjian Kerjasama  ini
disepaleati.



{&] Ferjanjian Kerjasama ini didapat diperpanjang dengan kesepakatan
kedua belah pihak dan waktu pengajuan Perjanjian Kerjasama ini
selambat-lambatnya 1 [satu] bulan sebelum berakhirnya masa Peganjian

Kerjasama ini.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

1] Pembiayaan yang muncul secbagal akibat perjanjian Kerjazama ini
dibebankan  kepada masing-masing Pihak  sesual dengan
kewenangannya dan berdasar pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

{2] Fittak 1 dibebankan Pembiavaan sebagaimana dirmaksud pada avat (1)
sebesar Rp. 12.000.0400,- {Dua Belas .Juta Rupiah] yang bersumber
pada DIPA Kantor Wilayah Kementerign Hukum dan Hak Asasi
Manusia Bali Tahun Anggsran 2024 Nomor : SPE DIPA -
D13.01.2.408870/ 2024 tangeal 24 November 2023,

(3} Pernbiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan oleh
ihak [[ untuk pengelolaan pemberitaan dan pelaksanaan tugas dalam
lingkup perjanjian Kerjasama ini.

(4} Pihak | melakukan Pembayaran kepada PFhak Il diangsur
sebanyak 4 [empat) kali dan dibavarkan setiap Per-Triwulan digwal
Bulan termasuk PPN dan FPH ke Eekening Bank Mandiri @ 102-00-
1106202-0 atas nama PT. Jaringan Pemberilaan Nusantaras Negenkuy
dengan Nomor Pokok Wajih Pajak (NPWF) : 91 .8585.358.1-013.000



PASAL 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

(1) PARA PIHAK scpakat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi dari
pelaksanaan perjanjian Kefjasama ini.

(2 Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dJdimaksud pada avat [1)
dilakukan serara herlkala setiap hulannya.

(3] Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayar [2)
dijadikan bahan perbaikan, perpanjangan danfatau pengakhiran

pelaksanean perjanjian Kerjasama ini.

PASAL B
KETENTUAN LAIN-LAIN

1) Apabila tegadi hal-hal yang diluar kekuasaan PARA PIHAK atay force
majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan  atau
pengakhiran pelaksanaan tugas pekerjpan dengan persetujuan Para
Hihalk.

f2] Yang termasuk force mafeure sebagaimana Jimaksud pada avat (1)
adalah:

a. bencana alam:

k. bencana ngn algm;

c. tindakan pemerintah 4i lndang fiskal dan moneter;

d. perubahan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan
perubahan kewenangan dari pelaksenaan perjanjian Kerjasama ini;
dan

e, keadaan keamanan yang tdak mengizinkan.

{3] Segala perubahan danfatau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama
ini akan diatur dan disepaliati bersama kemudian oleh Fara Fihal, yang
dituangkan dalam addendum pesjanjiann Kerjasama ini.

(4] Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (3} merupakan bagisn vang
tidak terpisahkan dar perfanjian Kegasama i,



e f',.:.

PASAL 9

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangam dalam rangkap 2 |dua) asli, diatas

kertas bermeteral cukup, mempunyal kekuatan hukum vang sama, dan
setiap Pihak mendapatkan 1 {satu) rangkap asli.

¢ ROMLYUDIANTO
~NIP. 197706261997031001

~ PIHAK I,

FAIZ NASRULLAH



